
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem koordinasi dan sosialisasi dalam proses penyaluran BPNT di 

Kelurahan Titian Antui berawal dari koordinasi atau Surat Perintah 

Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan BPNT, kemudian Dinas 

Sosial memperkerjakan Pendamping Sosial sebagai orang yang bekerja 

dalam membantu pengawasan penyaluran BPNT. Dibawah Pendamping 

Sosial terdapat Satuan Petugas (Satgas) Bantuan Sosial yang berada di 

kelurahan untuk mengawasi lebih dekat terhadap proses penyaluran 

BPNT, transaksi yang dilakukan dalam pengambilan sembako, serta 

menampung segala bentuk keluhan dari KPM. Beberapa laporan akan 

Satgas dapatkan melalui agen e-Warong yang berhubungan langsung 

dengan para KPM dalam bertransaksi. 

2. Didapati 12 KPM yang melakukan penarikan tunai di luar agen tanpa 

pembelian sembako disebabkan karena KKS (Kartu Keluarga 

Sejahtera) langsung dipegang kendali oleh KPM dan diharuskan 

mengambil dana bantuan sendiri. Yang mana jika berpedoman pada 

Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, KKS tersebut seharusnya 

hanya bisa melakukan penarikan langsung di agen e-Warong sekaligus 

pembelian sembako yang dilakukan pada waktu yang bersamaan. 



 

 

3. Pengelolaan berbasis otomatis yang belum maksimal disebabkan karena 

didapati banyak kekurangan yang menimbulkan berbagai masalah, 

contohnya data yang tidak valid, penerima yang tidak terdaftar di Capil, 

NIK yang invalid atau nomor KK yang tidak sesuai. 

4.2. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait. Berikut saran yang 

peneliti berikan:  

1. Kepada para Tenaga Pelaksana dalam penyaluran Bantuan Pangan Non 

Tunai agar lebih memperkuat sistem pengelolaan yang ada agar 

mengurangi para KPM yang tidak taat terhadap peraturan serta 

mengadakan sosialisasi agar memberikan pemahaman serta 

memperingati KPM untuk memanfaatkan bantuan sesuai yang 

seharusnya. 

2. Diharapkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kedepannya hanya boleh 

diambil dengan agen di e-Warong yang telah ditetapkan dan tidak 

diperbolehkan penarikan diluar agen. Hal ini akan membantu penyaluran 

BPNT yang lebih baik dan sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan 

Pangan Non Tunai 

3. Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih bijaksana dalam 

memanfaatkan bantuan yang diterima dan berusaha untuk mentaati 

pertauran yang ada. 



 

 

4. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian ini atau 

melanjutkan, sebaiknya melakukan dengan metode penelitian kualitatif 

dengan wawancara mendalam dan observasi agar mendapatkan hasil 

yang lebih akurat. 

 


